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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Analisis Situasi 

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan 

publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Korupsi 

merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan 

pemerintah Indonesia pada saat ini. Hal ini disebabkan semakin lama tindak 

pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi, korupsi tentu saja sangat 

merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada 

hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, 

dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan 

pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan 

hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan 

pembuktian-pembuktian yang nyata. Disamping itu, sangat sulit mendeteksinya 

dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan 

bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh 

masyarakat itu sendiri. 

Maraknya korupsi di Indonesia terjadi hamper di semua bidang dan sector 

pembangunan. Disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi 

juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang 

paling kecil di daerah. korupsi tidak saja menjadi kasus trend-nya daerah 

perkotaan tetapi korupsi sudah menyebar sampai kepelosok-pelosok daerah 

pemerintahan terendah negara Indonesia, seperti pemerintahan Nagari (di 

Sumatera Barat) dan Desa (sebutan daerah pemerintahan terendah di luar 

Sumatera Barat). Korupsi tidak saja sekedar melibatkan aparat birokrasi sebagai 

pelakunya, namun juga melibatkan pengusaha, policy maker (eksekutif-legislatif) 

dan aparat penegak hukum.  

Bahkan  di era reformasi dengan model kekuasaan yang jauh lebih 

demokratis seperti saat ini, korupsi tak kunjung hilang, bahkan kecenderungannya 

jauh lebih hebat karena korupsi sudah merebak sampai kepelosok-pelosok 

pemerintahan terendah. Sekarang ini aktor korupsi tidak hanya berpusat di ibu 

kota negara, tapi sudah menyebar ke semua penjuru dan ke berbagai kelompok 

pemegang kekuasaan dan kebijakan. Dalam konteks otonomi daerah, terjadi 
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perluasan korupsi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, seiring 

dengan pelimpahan kekuasaan pusat ke daerah. Trend yang juga lagi berkembang 

dalam korupsi adalah pemegang kekuasaan politik (legislatif) juga tidak mau 

ketinggalan. Posisi DPR/D (legislatif) yang jauh lebih independen sebagai 

lembaga yang seharusnya mengontrol kinerja pemerintahan (eksekutif) malah ikut 

terserang dan bahkan ada yang sudah mengidap virus yang namanya korupsi.  

Dari data Transparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi atau 

Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2017 berada di skor 37 dari 

rentang 0-100, di mana 0 diasumsikan negara paling korup, sedangkan 100 adalah 

skor terbersih dari korupsi, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat 96 

dari 180 negara yang disurvei secara global.   

Di Sumatera Barat sendiri yang berfilosofikan Adat Bersandi Syarak, 

Syarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK), sejak tahun 2007 tercatat ada 148 kasus 

korupsi yang terjadi diberbagai sector dan hampir tersebar di seluruh 

kabupaten/kota dengan kerugian negara mencapai Rp157.002.617.789.  Pada awal 

tahun 2012 saja sudah tercatat ada 22 kasus korupsi yang ditangani oleh pihak 

berwenang, namun kasus yang berkasnya sudah sampai di pengadilan hanya 

delapan, dengan kerugian negara di atas Rp1 miliar (Data LBH Padang). 

Begitu sistemik dan merusaknya prilaku koruptif terhadap sendi-sendi 

kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penanganan korupsi tidak bisa 

dilakukan dengan cara yang biasa (ordinary), tetapi harus dengan cara-cara yang 

luar biasa (extra-ordinary) dengan lembaga-lembaga dan individu yang superbody 

dalam penanganan kasus korupsi. Harus diakui bahwa upaya Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penindakan terhadap koruptor, telah 

memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan 

hanya pejabat di lingkungan eksekutif, tetapi juga pejabat di legislatif bahkan 

judikatif, yang juga punya fungsi penindakan, tidak lepas dari jerat KPK. Hanya 

saja kasus-kasus yang ditangani oleh KPK masih merupakan puncak gunung es 

dari sekian banyak tindak pidana korupsi yang terjadi. Upaya penindakan KPK 

masih sangat terbatas dengan jumlah personil KPK, jumlah Pengadilan Tipikor 

dan kewenangan KPK dalam melakukan penindakan. Dengan kondisi ini, maka 

upaya penindakan KPK tidak akan berarti banyak karena hanya mampu 
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memangkas puncak gunung es korupsi itu sendiri. Korupsi yang “kecil-kecil” 

akan menjamur dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara dalam jumlah 

yang lebih besar lagi. Bukankah korupsi yang nilainya triliunan atau milyaran 

dimulai dari yang recehan?  

Menyikapi fenomena korupsi yang makin marak terjadi, dunia pendidikan 

pun mulai melakukan pembenahan-pembenahan untuk menjawab tantangan 

derasnya arus korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perubahan 

kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar dibicarakan belakangan ini adalah 

masuknya pendidikan karakter anti korupsi pada tingkat pendidikan prasekolah 

hingga perguruan tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Walaupun kurikulum 

karakter anti korupsi baru dilaksanakan pada tataran perguruan tinggi berdasarkan 

Surat Edaran Dirjen Dkti No. 1016/E/T/2012 perihal Implementasi Pendidikan 

Anti Korupsi di Perguruan Tinggi pada tahun ajaran 2012/2013. Kurikulum 

tersebut, diharapkan juga akan masuk dalam silabus-silabus mata pelajaran untuk 

siswa-siswa SLTA,SLTP, dan SD. Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang 

telah diberi training bagaimana mengajarkan pendidikan karakter antikorupsi. 

Penyebaran pendidikan antikorupsi ini pun akan dilakukan secara bertahap. 

Dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter antikorupsi tidak berdiri sendiri 

sebagai sebuah mata pelajaran, tetapi dengan memberikan penguatan pada 

masing-masing mata pelajaran yang selama ini dinilai sudah mulai kendur. 

Pendidikan antikorupsi sesungguhnya abstrak, bukan melalui logika saja. 

Pendidikan ini memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai dan moral, 

sehingga mata pelajarannya didesain tidak hanya menekankan aspek kognitif, 

melainkan lebih pada aspek afektif dan psikomotorik 

(http://www.riaumandiri.net).  

Melalui pendidikan antikorupsi yang terarah dan efektif, terbuka 

kemungkinan internalisasi nilai-nilai. Peran guru, orang tua, dan orang-orang di 

sekitar menjadi kunci. Mereka harus memberi teladan berperilaku antikorupsi, 

terutama berperilaku jujur sebagai dasar pembentukan karakter secara dini. Hal 

yang harus dihindari dalam pendidikan karakter anti korupsi adalah adanya 

indoktrinasi, pembelajaran yang menekankan pada aspek hafalan semata-mata. 

Pendidikan karakter antikorupsi haruslah bermakna belajar dengan mengalami 
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atau experiential lerning jadi tidak sekadar mengkondisikan para peserta didik 

hanya untuk tahu, namun juga diberi kesempatan untuk membuat keputusan dan 

pilihan untuk dirinya sendiri. Program pendidikan karakter antikorupsi bertujuan 

untuk memberikanpemahaman yang sama dan terpadu serta terbimbing dalam 

rangka menekan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi. 

Kemudian harapannya berdampak pada adanya respon atau tanggapan balik dari 

rakyat untuk bisa menyuarakan kearifannya mengenai penyimpangan korupsi. Di 

samping itu juga bertujuan untuk membentuk kesadaran publik terhadap setiap 

kegiatan yang mengarah kepada adanya tindakan korupsi oleh para penguasa atau 

pengambil kebijakan yang tidak mempedulikan rakyat (Tim MCW dalam 

http://niamw.wordpress.com).  

Korupsi adalah masalah bersama yang penuntasannya tidak dapat 

dilakukan seketika. Kekuatan hukum dalam menimbulkan efek jera pun terkesan 

belum maksimal. Banyak pelaku tindak korupsi yang mendapat hukuman minim 

dan bahkan lolos dari jerat hukum. Untuk itu, jalur pendidikan ditilik sebagai 

wahana terbaik untuk memutus arus korupsi dengan peningkatan moral generasi 

penerusnya. Lembaga pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis dalam 

menanamkan mental antikorupsi. Masyarakat terdidik inilah yang nantinya 

memiliki peranan yang cukup dominan dalam masyarakat. Pendidikan karakter 

anti korupsi diharapkan mampu membentuk kesadaran publik terhadap kegiatan 

yang mengarah ke tindakan korupsi, memberikan bekal pemahaman mengenai 

efek tindak korupsi bagi kehidupan bangsa dan negara, serta mampu memberikan 

pemahaman penggunaan ilmu pengetahuan dengan cara-cara yang benar tanpa 

ikut andil dalam tindakan korupsi. Penanaman mental antikorupsi sejak usia dini 

diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang siap berperang melawan 

korupsi.  

Melalui pendidikan karakter antikorupsi juga diharapkan munculnya rasa 

tanggung jawab untuk memberantas korupsi dan memberikan contoh pada 

masyarakat luas tidak hanya dari tuturan, tetapi juga melalui perbuatan yang 

mencerminkan karakter yang ulet, jujur, toleran, dan lain sebagainya.  
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1.2. Permasalahan Mitra 

Keterlibatan pendidikan formal, seperti civitas akademika/OSIS SMP 

Negeri 31 Padang dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan yang 

sangat strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, sekolah adalah agen 

perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta 

didik dalam banyak hal, termasuk masalah korupsi. Pengurus OSIS SMP Negeri 

31 Padang memiliki peran dan posisi yang strategis untuk menjadi agen of change 

di tengah-tengah masyarakat dalam mencegah terjadinya tindakan korupsi. 

Sekolah ini berada 5 km dari pusat pemerintahan Propinsi Sumatera Barat, dan 8,5 

km dari pusat pemerintahan daerah Kota Padang,  sekolah ini menjadi strategis 

dalam upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi yang terjadi ditengah-tengah 

masyarakat di Kota Padang, hal ini disebabkan jumlah siswanya yang tergolong 

banyak untuk ukuran sebuah sekolah menengah pertama. Sekolah ini memiliki 

769 orang siswa, laki-laki sebanyak 340 orang dan perempuan 429 yang 

dibimbing oleh 72 orang guru. Akan tetapi dari kunjungan awal ke lapangan 

didapati bahwa siswa sekolah ini banyak tidak mengetahui hal-hal dasar tentang 

karakter anti korupsi, mereka cenderung tidak tertarik dan berminat 

membicarakan mengenai karakter anti korupsi, begitu juga dengan para guru, 

masih ada guru yang kurang tertarik dengan kurikulum karakter anti korupsi, 

mereka beranggapan bahwa pencegahan korupsi hanya merupakan tangungjawan 

dari pemerintahan saja. Kondisi ini tentu saja perlu mendapat perhatian khusus 

dari dunia pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi, walaupun kita 

tahu bahwa setiap kebijakan baru yang diluncurkan akan selalu mendapat pro dan 

kontra di tengah-tengah masyarakat. 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperlukan Pelatihan 

Diseminasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dimasukan ke dalam kurikulum 

siswa SLTP, melalui kegiatan workshop for real yang dipandu oleh tim 

pengabdian.  Melalui kegitan ini paling tidak dapat mensosialisasikan program 

pemerintah mengenai keterlibatan civil society dalam pencegahan korupsi di 

tingkat local. Pengertian diseminasi dalam proposal pengabdian ini adalah adalah 

suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka 

http://www.wikiapbn.org/artikel/Kegiatan
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memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan 

informasi tersebut. (Wikipedia) 

 

  

http://www.wikiapbn.org/artikel/Informasi
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BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

2.1. Solusi 

a. Dengan adanya kegiatan ini akan membuat para siswa termotivasi menjadi 

contoh yang baik di lingkungan sekolah, terbentuknya nilai-nilai 

kejujuran, tanggung jawab, keberanian, kegigihan, kepedulian, disiplin, 

kreatif, kebersamaan, kesederhanaan sehingga semakin banyak siswa yang 

terpuji di lingkungan sekolah. 

b. Sehingga akan menghasilkan adanya penyamaan persepsi di kalangan para 

siswa bahwa tugas pencegahan korupsi tidak saja merupakan 

tanggungjawab pemerintah saja akan tetapi juga menjadi tangungjawab 

bersama 

c. Terbentuknya komunitas siswa anti korupsi di tingkat sekolah 

 

 

2.2. Target Luaran 

Ada beberapa target dalam pengabdian ini 

a. Terbentuknya komunitas Anti Korupsi di SMP Negeri 31 Padang 

b. Hasil pengabdian akan presentasikan dalam pertemuan ilmiah nasional 

c. Hasil penelitian akan diterbitkan dalam artikel ilmiah nasional 
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BAB III. METODE PELAKSANAAN 

Ada berapa metode dalam pengabdian ini, yaitu: 

1) Pre test 

 Untuk melihat pengetahuan siswa terhadap karakter anti korupsi 

2) Metode Ceramah 

Metode ceramah ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang korupsi 

dan aspek-aspeknya, penyebab dan dampak korupsi, upaya perlawanan 

terhadap korupsi, pentingnya budaya anti korupsi bagi pendidikan, 

implementasi budaya anti korupsi bagi siswa/pelajar 

3) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan pada saat 

menerima penjelasan tentang materi, dengan metode ini memungkinkan 

siswa/pelajar menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang 

pendidikan karakter anti korupsi 

4) Metode Simulasi 

Metode simulasi ini sangat penting diberikan kepada para peserta pelatihan 

untuk memberikan ksempatan mempraktekan materi pelatihan yang 

diperoleh. Harapannya, peserta pelatihan akan benar-benar menguasai 

materi pelatihan yang diterima, mengetahui tingkat kemampuannya 

menerapkan kegiatan yang mendukung program pemberantasan korupsi 

dan program pendidikan karakter anti korupsi  secara tehnis dan kemudian 

mengidentifikasi kesulitan-kesulitan (jika masih ada) untuk kemudian 

dipecahkan secara bersama-sama 

 

 

  



9 | P a g e  
 

BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

Pengabdian ini dilakukan di bawah koordinasi Prodi Ilmu Politik, FISIP 

Unand. Prodi ilmu politik merupakan sebuah prodi yang yang konsen dalam 

pengkajian dinamika politik lokal dan berkontrbusi dalam membeikan solusi 

terhadap persoalan ditingkat nagari/desa di Sumatera Barat terkait dengan 

dinamika politik local. Salah satu mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi Ilmu 

Politik adalah Integritas dan Anti Korupsi yang sangat berguna sekali dalam 

merumuskan/menyusun kurikulum tentang karakter anti korupsi di tingkat sekolah 

pertama 
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BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime), sehingga 

penanganannya juga harus dilakukan dengan usaha yang luar biasa juga. Di era 

reformasi ini, korupsi semakin merajalela dengan melibatkan pelaku yang 

beragam, mulai dari pusat sampai paa level terendah. Dari data Transparency 

International (TI), Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index 

(CPI) Indonesia tahun 2017 berada di skor 37 dan berada pada peringkat 96 dari 

180 negara yang disurvei secara global.  Menyikapi fenomena korupsi yang makin 

marak terjadi, dunia pendidikan pun mulai melakukan pembenahan-pembenahan 

untuk menjawab tantangan derasnya arus korupsi. Salah satu upaya yang 

dilakukan adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang gencar 

dibicarakan belakangan ini adalah masuknya pendidikan karakter anti korupsi 

pada tingkat pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi pada tahun ajaran 

2012/2013. Walaupun kurikulum karakter anti korupsi baru dilaksanakan pada 

tataran perguruan tinggi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dkti No. 1016/E/T/2012 

perihal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi pada tahun 

ajaran 2012/2013. Kurikulum tersebut, diharapkan juga akan masuk dalam 

silabus-silabus mata pelajaran untuk siswa-siswa SLTA,SLTP, dan SD. 

Sedangkan pengajarnya adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana 

mengajarkan pendidikan karakter antikorupsi. Penyebaran pendidikan antikorupsi 

ini pun akan dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaannya, pendidikan 

karakter antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran, tetapi 

dengan memberikan penguatan pada masing-masing mata pelajaran yang selama 

ini dinilai sudah mulai kendur. 

 Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada hari Rabu tangal 26 September 

2018 dengan mitra 30 (tiga puluh) orang siswa pengurus OSIS SMP Negeri 31 

Padang.  Tim pengabdian ini terdiri dari 4 (empat) orang dosen Jurusan Ilmu 

Politik. Pengabdian dibagi menjadi 4 (empat) sesi. Kegiatan pengabdian ini 

diawali dengan raah tamah tim pengabdian dengan para majlis gur, khusunya 

wakil kepala sekolah dan para Pembina OSIS. Kegiatan diawali dengan sepatah 

kata dari Wakil Kepala Sekolah dan selanjutnya kegiatan pengabdian dibuka oleh 

Ketua Pengabdi sendiri dan acara selanjutnya simulasi dan materi diseminasi 
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pendidikan anti korupsi. Sesi pertama diawali dengan melakukan elaborasi 

pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep korupsi itu sendiri. Sesi 

kedua dilanjutankan dengan simulasi dan pemutaran Film tentang kasus-kasus 

korupsi yang sering dijumpai di lingkungan sekolah tingkat pertama. Sesi 

berikutnya mengulas mengenai indicator korupsi dari Komisi Pemberantasan 

Korupsi. Sesi terakhir penyampaian pandangan dari kelompok siswa mengenai 

kasus korupsi yang mereka jumpai di lingkungan mereka sendiri yang dilanjutkan 

dengan pembentukan komunitas anti korupsi dari pengurus OSIS SMN Negeri 31 

Padang. Berikut penjabaran setiap sesi pengabdian: 

 

5.1. Pengetahuan Siswa Tentang Korupsi 

 Sesi ini di fasilitasi oleh Dr. Tengku Rika Valentina. Dalam sesi ini siswa 

diminta untuk menjelaskan sesuai dengan pengetahuan mereka mengenai kosep 

korupsi itu sendiri dan sekaligus juga mengemukakan kasus-kasus yang 

terindikasi korupsi yang mereka jumpai dalam kehidupan mereka sehari-hari, 

khususnya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Dari 30 orang yang dimintai 

pendapat mengenai konsep korupsi hampir 90 % mereka sudah bisa dengan jelas 

menyebutkan mengenai pengertian korupsi sebagai sebuah kejahatan dengan 

mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan merugikan Negara/sekolah. Mereka 

menyebutkan contoh-contoh prilaku korupsi yang mereka jumpai di lingkungan 

keluarga dan sekolah mereka. Seperti meminta uang buku kepada orang tua yang 

melebihi harga dari buku itu sendiri. Ada juga yang mengemukakan mengenai 

adanya teman-teman mereka yang berbelanja di kantin sekolah tetapi tidak 

membayar sesuai dengan yang diambilnya, ada juga yang mengemukakan 

kurangnya transparansi dari pengurus OSIS dalam memberikan laporan 

pertanggujawaban keuangan ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Dari 

beberapa kasus yang mereka kemukakan di atas dapat diambil kesimpulan para 

peserta pelatihan sudah memahami dengan baik konsep korupsi secara sederhana 

dan praktek-praktek korupsi yang bisa diidentifikasi di lingkungan siswa itu 

sendiri. 
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5.2. Simulasi dan Pemutaran Film Bertemakan Korupsi 

Sesi berikutnya di fasilitasi oleh bapak Zulfadli. Pada sesi ini diputar beberap film 

pendek mengenai korupsi di dunia pendidikan, di mana film pendek ini 

merupakan film yang di dapatkan dari situs KPK. Pada sesi ini para peserta dibagi 

dalam beberapa kelompok-kelompok kecil dan masing-masing kelompok diminta 

untuk membuat kesimpulan dimana praktek korupsi tersebut terjadi dan apa 

indicator kenapa terjadi praktek korupsi tersebut. Peserta umumnya bisa 

menjelaskan indicator korupsi yang ditampilkan dalam film tersebut dan mereka 

juga bisa memberikan solusi agar praktek tersebut bisa diminimalisirkan  

 

5.3. Indikator Korupsi dari KPK 

Sesi ini diawali dengan pemaparan materi mengenai konsep korupsi, indicator dan 

solusi kedepanya. Adapun fasilitator dalam sesi ini adalah Bapak Heru Permana 

Putra. Pada sesi ini dipaprkan mengenai konsep korupsi, indictor korupsi, 

pencegahan dan pemberantasan korupsi ke depannya. Siswa di bagi kembali 

dalam beberapa kelompok kecil, di mana dalam kelompok kecil tersebut mereka 

mendiskusikan konsep korupsi, indicator dan langkah-langkah dalam pencegahan 

korupsi, khusunya dilingkungan sekolah sendiri 

 

5.4. Pandangan Siswa tentang Korupsi dan Pembentukan Komunitas Anti 

Korupsi  

Sesi ini dipandu oleh ibuk  Dewi Anggraini dan ibuk Tengku Rika Valentina. 

Setiap siswa diminta pandangannya mengenai konsep korupsi dan apa langkah-

langkah pencegannya ke depan, khusunya yang terjadi dilingkungan sekolah dan 

dalam organisasi OSIS itu sendiri. Pada sesi ini siswa sepakat untuk menjadi agen 

dalam pencegahan korupsi di sekolah mereka dan mereka sepakat untuk 

membentuk komunitas anti korupsi yang dipimpin langsung oleh Ketua OSIS nya. 

Mereka sepakat akan menjadi pengerak/motivator dan agen perubahan untuk 

berprilaku jujur, amanah dan tidak korup. 

Acara ditutup dengan doa dan sesi dokumentasi. 
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BAB VI. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, yang penangannya juga diperlukan 

tindakan yang luar biasa juga. Kurikulum pencegahan korupsi dalam bentuk 

Pendidikan Karakter Anti Korupsi untuk dapat di implentasikan sebagai sebuah 

mata pelajaran wajib yang diberikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah 

dan atas 

 

6.2 Saran 

 Perguruan Tinggi diharapkan berpean aktif dalam memberikan 

pengetahuan pendidikan karakter anti korupsi bagi siswa SLTP dan SLTA  

 Bagi pemangku kebijakan agar mengeluarkan peraturan untuk 

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dimasukan sebagai salah satu mata 

pelajaran wajib mulai dari SLTA,SLTP, dan SD. Sedangkan pengajarnya 

adalah guru-guru yang telah diberi training bagaimana mengajarkan 

pendidikan karakter antikorupsi. Penyebaran pendidikan antikorupsi ini 

pun akan dilakukan secara bertahap 
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